BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR I  TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Gubernur

Mengingat

Sumatera Selatan Nomor 798/KPTS/DISPERTAMBEN/2016
tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan

Batuan Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam humf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan harga
standard dan besaran pokok pajak terutang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan dengan Peraturan Bupati Empat

Lawang.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Le.nbaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Ncmor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undaﬁg—Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4677);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia)
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repub;ik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014




10.

11,

k2.

13.

14,

15.

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Aministrasi Pajak Daerah,

Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002

tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
798 /KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Penetapan Harga
Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Sumatera

Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah;




16. Peraturan Darah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 09;

17 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2017 Nomor 01);

18 Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPA1 LAWANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2016 Nomor 13); diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Besarnya nilai kerja pasar ditetapkan didalam Satuan Rupiah untuk setiap
satuan volume kubikasi atau Rp/m?® yang untuk setiap jenis Mineral Bukan
Logam dan Batuan besérnya adalah sebagaimana table berikut ini :
Besarnya nilai kerja pasar ditetapkan didalam Satuan Rupiah untuk setiap
satuan volume kubikasi atau Rp/m® yang untuk setiap jenis Mineral Bukan

Logam dan Batuan besarnya adalah sebagaimana table berikut ini :




JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN

HARGA STANDAR

Tanah Timbunan

No
BATUAN (Rp/M?3)
1 | Krikil/Koral/Krokos 93.500
" 2 | Tanah Liat 32.000
3 | Batu Kali 110.000
4 | Batu Gunung 55.000
S | Pasir Urug 80.000
6 | Pasir Beton 82.500
7 32.000

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal II

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Empat Lawang.

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal [} maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
*KABUPATEN EMPAT LAWANG,

5
;mé)% JAYA

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal |6 marst 2017

‘/BUPATI EMPAT LAWANGﬂ/

} H. SYAHRIL HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2017 NOMOR bﬁ
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